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Abstrak

Upah merupakan hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai imbalan
atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam hukum ekonomi syariah, pemberian
upah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan, tetapi juga sebagai
bentuk pemenuhan hak pekerja yang harus dilakukan secara adil, jelas, dan
sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem
penetapan upah tenaga kerja pada PT. Kebayoran Pharma Makassar serta
menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini
ARTICLE menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

INFO Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
Received penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di PT. Kebayoran Pharma
5]Juli 2026 Makassar  dilakukan  berdasarkan  ketentuan perusahaan dengan
Revised mempertimbangkan jabatan, masa Kkerja, tanggung jawab pekerjaan, dan

8 Agustus 2026 evaluasi kinerja karyawan. Pembayaran upah dilakukan sesuai periode
Accepted penggajian yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam perspektif hukum
30 Agustus 2026 ekonomi syariah, sistem pengupahan tersebut telah memenuhi unsur-unsur
akad ijarah, yaitu adanya pihak yang berakad, manfaat pekerjaan yang jelas,
upah yang diketahui, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
Dengan demikian, sistem upah yang diterapkan pada PT. Kebayoran Pharma
Makassar pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi
syariah.
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PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga selalu
membutuhkan interaksi dan kerja sama dengan orang lain dalam berbagai aspek
kehidupan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah hubungan ekonomi (muamalah),
yaitu hubungan yang mengatur aktivitas ekonomi antara individu dengan individu
lainnya. Dalam praktiknya, hubungan muamalah dapat terlihat pada hubungan antara
tenaga kerja dan pemberi kerja yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak.

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan
manusia, termasuk hubungan ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam hukum ekonomi
syariah, hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja dikenal dengan akad ijarah,
yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu. Islam
menekankan bahwa pemberian upah harus dilakukan secara adil, transparan, dan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak
pekerja sekaligus menciptakan hubungan kerja yang harmonis. (Abu, 2013).
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Upah merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja berdasarkan perjanjian Kkerja,
kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Islam,
pekerja yang telah melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh upah yang layak
sesuai dengan kontribusi yang diberikan. (firmansyah, 2018)

PT. Kebayoran Pharma Makassar merupakan perusahaan farmasi nasional
yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi dan alat kesehatan. Perusahaan ini
memiliki jaringan distribusi yang luas dan mempekerjakan ratusan tenaga kerja dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai perusahaan yang terus berkembang, sistem
pengupahan yang diterapkan menjadi aspek penting dalam menjaga kesejahteraan tenaga
kerja sekaligus mendukung produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan untuk menganalisis sistem penetapan upah tenaga kerja pada PT. Kebayoran
Pharma Makassar serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi
syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum
ekonomi syariah yang berkaitan dengan sistem pengupahan serta menghubungkannya
dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di PT. Kebayoran Pharma
Makassar. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan
penelitian terdiri atas Kepala Cabang PT. Kebayoran Pharma Makassar, Supervisor Sales,
dan karyawan perusahaan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, editing
data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penetapan Upah Tenaga Kerja pada PT. Kebayoran Pharma Makassar

Sistem pengupahan merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja
karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak tenaga kerja serta
keberlangsungan operasional perusahaan. Upah tidak hanya berfungsi sebagai sumber
penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga menjadi
bentuk penghargaan atas tenaga, waktu, dan kemampuan yang telah diberikan kepada
perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pengupahan yang
jelas, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta hubungan kerja
yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Kebayoran Pharma Makassar,
diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pengupahan yang terstruktur
dan mengacu pada kebijakan perusahaan serta peraturan ketenagakerjaan yang
berlaku. Sistem pengupahan tersebut dirancang untuk memberikan kepastian kepada
tenaga kerja mengenai hak yang akan diterima setelah melaksanakan kewajibannya.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan tidak hanya memperhatikan besaran upah yang
diberikan, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi penetapan
upah, seperti jabatan, masa kerja, tanggung jawab pekerjaan, serta hasil evaluasi
kinerja karyawan.

Hasil wawancara dengan pihak perusahaan menunjukkan bahwa sebelum
seorang tenaga kerja mulai melaksanakan pekerjaannya, perusahaan terlebih dahulu
memberikan penjelasan mengenai posisi kerja, tugas dan tanggung jawab yang akan
dijalankan, jam kerja, sistem kerja, serta besaran atau kisaran upah yang akan
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diterima. Pemberian informasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keterbukaan
antara perusahaan dan tenaga kerja sehingga masing-masing pihak memahami hak
dan kewajibannya sejak awal hubungan kerja berlangsung. Dengan adanya kejelasan
tersebut, potensi terjadinya perselisihan atau kesalahpahaman terkait pengupahan
dapat diminimalkan.

Selain memberikan kejelasan mengenai sistem kerja dan pengupahan, PT.
Kebayoran Pharma Makassar juga menerapkan pembayaran upah berdasarkan
periode penggajian yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pembayaran upah
dilakukan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu kerja yang
telah disepakati. Sistem ini memberikan kepastian bagi tenaga kerja karena mereka
mengetahui waktu pembayaran upah yang akan diterima setiap periode. Di samping
itu, perusahaan juga memberikan tunjangan tertentu kepada karyawan sesuai dengan
kebijakan perusahaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi tenaga kerja
dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapan sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT. Kebayoran Pharma
Makassar menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan
antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari
adanya mekanisme evaluasi kinerja yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam
penentuan kenaikan upah maupun pengembangan karier karyawan. Dengan demikian,
sistem pengupahan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pemberian
imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi sarana untuk
meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, sistem pengupahan
yang diterapkan di PT. Kebayoran Pharma Makassar dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Sistem Pengupahan pada PT. Kebayoran Pharma Makassar

No Aspek Pengupahan Keterangan
. Upah dibayarkan setelah pekerja menyelesaikan
1 Sistem pembayaran upah periode kerja yang telah ditentukan
Calon tenaga kerja memperoleh penjelasan
2 | Informasi awal kepada pekerja mengenai posisi kerja, jam kerja, sistem kerja, dan
kisaran upah
3 Komponen Upah Terdiri atas upah pokok dan tunjangan
4 Dasar penentuan upah Status karyawan, .]abatan, masa kerja, dan tanggung
jawab pekerjaan.
5 Kenaikan Upah Berdasarkan eYaluaSI kerja, masa kerja, dan
kebijakan perusahaan
6 Upah lembur Diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar

jam kerja sesuai ketentuan perusahaan

Sumber: Data primer hasil wawancara dan observasi, 2026.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PT. Kebayoran Pharma Makassar

menerapkan sistem upah pokok dan beberapa tunjangan yang diberikan sesuai kebijakan
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perusahaan. Besaran upah yang diterima karyawan disesuaikan dengan status karyawan,
jabatan, dan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan.

Perusahaan juga memberikan kesempatan kenaikan gaji kepada karyawan kontrak
maupun karyawan tetap berdasarkan evaluasi kerja, masa kerja, dan kebijakan
manajemen. Selain itu, karyawan yang bekerja pada hari libur atau melebihi jam kerja
berhak memperoleh upah lembur sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa sistem
pengupahan di PT. Kebayoran Pharma Makassar telah berjalan dengan baik dan sesuai
dengan aturan yang ditetapkan perusahaan. Sistem tersebut juga memberikan kepastian
bagi tenaga kerja mengenai hak yang akan diterima setelah melaksanakan pekerjaannya.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT.
Kebayoran Pharma Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem
pengupahan yang diterapkan oleh PT. Kebayoran Pharma Makassar perlu dianalisis
lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam Islam,
hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja termasuk dalam akad ijarah, yaitu
akad pemanfaatan jasa seseorang dengan imbalan tertentu yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak. Akad ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang
diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat
Islam. (rahman, 2010)

Menurut Sayyid Sabiq, ijarah merupakan akad untuk mengambil manfaat
dengan memberikan imbalan tertentu kepada pihak yang memberikan manfaat
tersebut. Dalam hubungan kerja, manfaat yang dimaksud adalah tenaga, keterampilan,
dan jasa yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan, sedangkan imbalannya
berupa upah yang diterima pekerja setelah melaksanakan pekerjaannya. Dengan
demikian, hubungan kerja yang terjadi antara PT. Kebayoran Pharma Makassar dan
para karyawannya dapat dikategorikan sebagai akad ijarah al-a'mal, yaitu akad sewa
jasa atau tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum hubungan kerja berlangsung,
perusahaan terlebih dahulu menjelaskan kepada calon tenaga kerja mengenai jenis
pekerjaan, tanggung jawab, jam kerja, sistem Kkerja, serta besaran upah yang akan
diterima. Praktik ini menunjukkan adanya kejelasan (al-wuduh) dalam akad yang
dilakukan antara perusahaan dan tenaga kerja. Dalam hukum ekonomi syariah,
kejelasan mengenai pekerjaan dan upah merupakan syarat penting dalam akad ijarah
karena dapat menghindarkan para pihak dari unsur gharar (ketidakjelasan) yang
berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Selain adanya kejelasan akad, sistem pengupahan di PT. Kebayoran Pharma
Makassar juga telah memenuhi unsur kerelaan (an-taradhin) antara kedua belah
pihak. Hal ini terlihat dari adanya kesepakatan antara perusahaan dan tenaga kerja
sebelum pekerjaan dilaksanakan. Prinsip kerelaan merupakan salah satu prinsip
utama dalam muamalah Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap
transaksi harus dilandasi oleh kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Oleh
karena itu, kesepakatan yang terjadi antara perusahaan dan tenaga kerja menjadi
dasar sahnya hubungan kerja menurut hukum ekonomi syariah.

Dari aspek keadilan, sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan juga
menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penetapan upah dilakukan dengan
mempertimbangkan jabatan, masa kerja, tanggung jawab pekerjaan, serta evaluasi
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kinerja karyawan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berupaya
memberikan upah sesuai dengan kontribusi dan beban kerja masing-masing tenaga
kerja. Dalam ekonomi Islam, keadilan dalam pemberian upah sangat ditekankan agar
tidak terjadi eksploitasi terhadap pekerja maupun kerugian bagi pemberi kerja.
(ghofur, 2020)

Prinsip keadilan dalam pengupahan juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam
Q.S. An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang beramal saleh akan
memperoleh balasan yang baik sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Ayat
tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui hak seseorang untuk memperoleh
imbalan yang layak atas usaha dan pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu,
pemberian upah kepada tenaga kerja merupakan bentuk penghargaan terhadap
kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan.

Selain memperhatikan aspek keadilan, Islam juga menekankan pentingnya
pembayaran upah secara tepat waktu. Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah
pekerja sebelum Kkering keringatnya." Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam
melarang penundaan pembayaran upah yang dapat merugikan tenaga Kerja.
Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kebayoran Pharma Makassar melakukan
pembayaran upah sesuai dengan periode penggajian yang telah ditetapkan
perusahaan. Dengan adanya kepastian waktu pembayaran tersebut, hak tenaga kerja
dapat terpenuhi sebagaimana mestinya sehingga sejalan dengan prinsip syariah
mengenai perlindungan hak pekerja.

Berdasarkan analisis terhadap rukun dan syarat akad ijarah, dapat diketahui
bahwa sistem pengupahan di PT. Kebayoran Pharma Makassar telah memenuhi unsur-
unsur yang dipersyaratkan dalam hukum ekonomi syariah, yaitu adanya pihak yang
berakad (mu'jir dan musta'jir), adanya manfaat pekerjaan yang jelas, adanya upah
(ujrah) yang diketahui, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan
terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad kerja yang dilakukan antara perusahaan dan
tenaga kerja dapat dinyatakan sah menurut hukum ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, sistem pengupahan yang diterapkan oleh PT. Kebayoran
Pharma Makassar telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah,
khususnya prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan (an-taradhin), Kketerbukaan
(transparency), dan pemenuhan hak pekerja. Oleh karena itu, praktik pengupahan
yang diterapkan perusahaan pada dasarnya telah sesuai dengan konsep ijarah dalam
hukum ekonomi syariah selama tetap mempertahankan kejelasan akad, ketepatan
pembayaran upah, serta perlakuan yang adil terhadap seluruh tenaga kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem penetapan upah tenaga kerja di PT.
Kebayoran Pharma Makassar dilakukan berdasarkan kebijakan perusahaan dengan
mempertimbangkan jabatan, masa kerja, tanggung jawab pekerjaan, serta hasil evaluasi
kinerja karyawan. Pembayaran upah dilakukan sesuai periode penggajian yang telah
ditetapkan perusahaan dan disertai dengan pemberian tunjangan sesuai ketentuan yang
berlaku. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pengupahan yang
diterapkan telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yaitu adanya pihak yang
berakad, manfaat pekerjaan yang jelas, upah yang diketahui, dan kesepakatan kedua belah
pihak. Selain itu, sistem tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan,
kerelaan, dan pemenuhan hak pekerja. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang
diterapkan oleh PT. Kebayoran Pharma Makassar pada dasarnya telah sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
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